
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/316 TAHUN 2025

TENTANG
TENAGA PENDAMPING IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS

BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

a. bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas
implementasi program prioritas bidang pendidikan di
Provinsi Papua Tengah, perlu adanya tenaga pendamping
yang kompeten untuk memberikan bimbingan,
pengawasan, dan pendampingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Tenaga pendamping Implementasi Program
Prioritas Bidang Pendidikan di Provinsi Papua Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2027 ter.tang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O03 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43O1);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Ta}:r:in 2022 tentang Cipta Keda menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Menimbang :

Mengingat :

4. Undang-Undang..... I 2



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenlang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daera-h (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Talun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O2l tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

8. Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
1781);

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaa-n (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Tenaga Pendamping Implementasi Program Prioritas Bidang
Pendidikan di Provinsi Papua Tengah.

Tenaga Pendamping Implementasi sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU sebagai berikut:
a. Dr. Ir Agus Sumule; dan
b. Lutfi Firdaus, M.Pd.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT: .../3
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KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juli 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
Ketua DPRPT di Nabire;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
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